
 

 
 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke 

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 

disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 

Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

SALINAN 



 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 



6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala 



Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-4418 

Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5). 

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2024 Nomor 1).  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  

Dan 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 



2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar 

Rp6.194.055.535.795 (Enam Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima 

Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh 

Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp86.439.760.746 (Delapan Puluh Enam Miliar 

Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus 

Empat Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp6.280.495.296.541 (Enam Triliun 

Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus 

Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula    Rp5.994.055.535.795 

Bertambah/(berkurang)    (Rp   17.826.374.868) 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan   Rp5.976.229.160.927 

2. Belanja Daerah 

a. Semula   Rp6.144.055.535.795 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp   136.439.760.746 



Jumlah belanja daerah setelah perubahan   Rp6.280.495.296.541 

 

 

 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula  Rp   200.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp   104.266.135.614 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp   304.266.135.614 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula  Rp    50.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp   50.000.000.000) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp                           0 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp   304.266.135.614 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan   Rp                           0 

 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula  Rp2.788.886.316.795 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp   197.595.650.132 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp2.986.481.966.927 

b. Pendapatan Transfer 

1) Semula  Rp3.202.624.219.000 

2) Bertambah/(berkurang)                                   (Rp  215.422.025.000) 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  Rp2.987.202.194.000 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Semula   Rp        2.545.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp                            0 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

  Rp        2.545.000.000 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

1) Semula   Rp2.223.429.402.500 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            0 



Jumlah pajak daerah setelah perubahan  Rp2.223.429.402.500 

 

 

 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula    Rp    389.528.759.621 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp       85.587.115.000 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan  Rp   475.115.874.621 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

1) Semula    Rp   126.064.268.272 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp             21.718.411) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah perubahan  Rp    126.042.549.861 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

1) Semula    Rp     49.863.886.402 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp   112.030.253.543 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

setelah perubahan   Rp   161.894.139.945  

  

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber 

dari: 

a. Transfer Pemerintah Pusat 

1) Semula                             Rp3.202.624.219.000 

2) Bertambah/(berkurang)               (Rp  215.422.025.000) 

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat  

setelah perubahan   Rp2.987.202.194.000   

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c, bersumber dari: 

a. Pendapatan Hibah 

1) Semula            Rp       2.545.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)              Rp                            0 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan  Rp       2.545.000.000 

 

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Belanja Operasi 

1) Semula                         Rp4.253.810.561.712,40 

2) Bertambah/(berkurang)                   Rp   185.226.396.318,20 

Jumlah belanja operasional setelah perubahan              Rp4.439.036.958.030,60 



b. Belanja Modal 

1) Semula                           Rp861.226.707.283,60 

2) Bertambah/(berkurang)                          (Rp  29.882.822.092,20) 

Jumlah belanja modal setelah perubahan                        Rp 831.343.885.190,40 

c. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula                       Rp     30.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)                  (Rp    19.638.951.355) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp     10.361.048.645 

d. Belanja Transfer 

1) Semula                       Rp   999.018.266.800 

2) Bertambah/(berkurang)               Rp          735.137.875 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan   Rp   999.753.404.675 

 

Pasal 6 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula                       Rp2.215.482.849.806,24 

2) Bertambah/(berkurang)                                        Rp     17.989.776.804,76 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan              Rp2.233.472.626.611,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula                         Rp1.873.928.955.372,16 

2) Bertambah/(berkurang)                   Rp   145.781.031.242,44 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan  Rp2.019.709.986.614,60 

c. Belanja Hibah 

1) Semula    Rp    164.248.756.534 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp      21.455.588.271 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan  Rp    185.704.344.805   

d. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula   Rp          150.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            0 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan  Rp          150.000.000 

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

1) Semula        Rp195.749.002.708,00 

2) Bertambah/(berkurang)       (Rp     2.176.674.975,60) 

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  

setelah perubahan       Rp193.572.327.732,40 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1) Semula        Rp  168.358.373.597,60 



2) Bertambah/(berkurang)     (Rp     42.649.379.994,60) 

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan  

setelah perubahan       Rp125.708.993.602,00 

 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

1) Semula    Rp    459.311.461.991 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp      12.674.108.878 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  

setelah perubahan   Rp    471.985.570.869 

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

1) Semula    Rp       32.816.011.062 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp         2.420.000.000 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  

setelah perubahan   Rp       35.236.011.062 

e. Belanja Modal Aset Lainnya 

1) Semula    Rp       4.991.857.925 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp           150.876.000) 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  

setelah perubahan   Rp         4.840.981.925   

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: 

a. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula     Rp     30.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp    19.638.951.355) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp     10.361.048.645 

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil 

1) Semula   Rp   956.793.266.800 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp        4.807.637.875 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan   Rp    961.600.904.675 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula    Rp     42.225.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp       4.072.500.000) 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp     38.152.500.000 

 

Pasal 7 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula    Rp    200.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp    104.266.135.614 



Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   Rp    304.266.135.614  

 

 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula    Rp    50.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp    50.000.000.000) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp                           0 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri 

atas: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

1) Semula    Rp   200.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp     104.266.135.614 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun  

sebelumnya setelah perubahan   Rp   304.266.135.614 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri 

atas: 

a. Penyertaan Modal Daerah 

1) Semula    Rp     50.000.000.000 

2) Bertambah/(berkurang)    (Rp    50.000.000.000) 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan  Rp                           0 

 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan 

Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 



a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah. 

 



 

 

 

 

Pasal 11 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Ditetapkan di Pontianak,  

pada tanggal 10 Oktober 2025 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 

ttd 

 

RIA NORSAN 

 

 

Diundangkan di Pontianak, 

Pada tanggal 10 Oktober 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

 

     ttd 

 

HARISSON 
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Plt.Kepala Biro Hukum 

 

 

A.MANAF, S.H.,M.H 

Pembina Tk. I (IV/b) 

19720421 200604 1 02 



 


